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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum?® harus mewujudkan negara hukum yang
berkeadilan, dengan pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk ' mewujudkan tujuan
tersebut pembentukan hukum diarahkan kepada pembentukan peraturan
perundang-undangan yang dapat mendorong terwujudnya sistem hukum nasional
yang menunjang perekonomian nasional. Pembentukan peraturan perundang-
undangan tersebut harus menjamin kepastian hukum, penegakan hukum, serta
perlindungan hukum.

Perkembangan ekonomi secara global telah mendorong iklim investasi
yang kompetitif melalui pemberian. kemudahan dalam = berusaha. Untuk
mendorong iklim investasi-yang. kompetitif bagi pembangunan perekonomian

Indonesia, diperlukan-peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan

! Pasal 1 Ayat (3) UUD R.l 1945. Dalam Ensiklopedia Indoensia, istilah Negara Hukum
disebut (Recht staat) sedangkan Negara kekuasaan disebut dengan (Macht staat), Negara Hukum
adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggrakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang
umunya berdasarkan hukum. Negara hukum menurut F.R Bothing adalah kekuasaan pemegang
kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut disebut bahwa dalam rangka merealisir
pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-
undang. Lihat : Ridwal H.R Hukum Adminstrasi Negara.Ull Press,Yogyakarta 2003. hal. 7. Lebih
lanjut, Bagir Manan mengatakan negara berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the rule of
law) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap
penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law), artinya tidak
ada kekuasaan diatas hukum (above to the law). Dengan demikian, tidak dibolehkan ada
kekuasaan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan baik Negara yang berbentuk
kerajaan atau Republik semua Tunduk Pada Ketentuan Hukum yang berlaku. Baca juga : Bagir
Manan, Lembaga Kepresidenan, FH Ul Press, Jakarta, 2003, hal. 11



akses kepada lembaga usaha ataupun perorangan terhadap modal dan sumber
pendanaan lainnya untuk mengembangkan usaha.?

Tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor usaha seringkali dihadapkan
permasalahan khususnya mengenai kemampuan pembayaran utang dan
penyelesaiannya. Masalah dalam pendanaan secara multi efek dapat
mempengaruhi kegiatan usaha baik pada debitor maupun kreditor dalam hal
likuiditas dana. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan dunia usaha, dalam
hukum keperdataan dikenal adanya lembaga penyelesaian utang melalui
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.®

Kepailitan* sebagai sita umum atas semua. harta kekayaan debitor untuk
pembayaran utang kepada kreditor berfungsi sebagai pranata hukum penyelesaian
utang dan memberikan perlindungan hukum baik kepada debitor dan kreditor.®
Levinthal sebagaimana "dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini menyatakan,
kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum, Pertama, hukum Kkepailitan

mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada

2 Teddy Anggoro-dan—Tim-Penyusun; Naskah- Akademik ‘Rancangan Undang-Undang
Tentang Perubahan “Atas-Undang-Undang -Nomor 37 -Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban-—-Pembayaran Utang, Kementerian-Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan
Pembinaan Hukum Nasional; Jakarta, 2017, -hal. 1

% bid.

4 Pailit (bankrupt) adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan
pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar
lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor
yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang
mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang
akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukakan oleh kurator
dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta
kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional
(prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor. Lihat : M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan;
Prinsip Norma dan Praktik di Pengadilan, Cet. ke-4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
2014, hal. 1

5 Pembayaran utang yang dimaksud tentu tidak lepas dari utang yang tidak terbayarkan,
untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat dipergunakan secara cepat terbuka, dan efektif guna
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil. Baca :
Ahamd Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002, hal. 2.



semua kreditornya. Kedua, adalah mencegah agar debitor yang insolven tidak
merugikan kepentingan kreditornya. Ketiga, memberikan perlindungan kepada
debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya.®

Kepailitan, selain merupakan cara dalam menyelesaikan persoalan utang
piutang itu sendiri juga mempunyai dampak terhadap dimensi ekonomi sosial.
Frank H. Easter brook’ menyatakan bahwa “Corporate bankruptcy has two
function: (1) to deliver the penalty for failure by forcing a wrapping up when a
business cannot pay it debt; and (2) to reduce the social cost of failure”.
Sementara itu, dalam teori hukum kepailitan modern menyatakan bahwa dalam
kepailitan yang terpenting adalah dalam rangka mengatur kondisi ekonomi secara
keseluruhan. Kevin J. Delanay® yang menyitir pendapat dari Tremain menyatakan
bahwa: “the true purpose of modern bankruptcy law is not to punish or deal with
some conduct on the part of the debtor, but rathers to administer a situation or
condition whose economic incidents are of paramount concern.

Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang debitor, kepailitan
dipandang sebagai jalan:keluarbagi permasalahan utang piutang antara debitor
dengan para kreditornya. Ricardo Simanjuntak-berpandangan bahwa lembaga
kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang
piutang yang menghimpit debitor apabila sudah tidak mampu lagi untuk
membayar utang-utangnya tersebut kepada para kreditor. Sehingga, keadaan jatuh

tempo ini sudah disadari oleh debitor dan dimungkinkan dilakukannya pengajuan

6 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Cet. ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 4

" Frank H. Easter brook dalam : Teddy Anggoro dan Tim Penyusun, Op.cit., hal. 12
(selanjutnya disebut Teddy Anggoro dan Tim Penyusun)

8Ibid.



permohonan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition for self bankruptcy)
atau apabila debitor dikemudian hari tidak mampu lagi membayar utangnya yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih (involuntary petition for self bankruptcy)
permohonan pailit diajukan oleh kreditornya.®

Salah satu asas hukum kepailitan yang dianut secara universal adalah
hanya debitor yang telah insolven (insolvent)!® saja yang dinyatakan pailit oleh
Pengadilan. Pengadilan harus menolak permohonan pailit apabila debitor masih
dalam keadaan solven (solovent). Berhubungan dengan asas yang demikian itu,
maka debitor hanya dapat mengajukan permohonan pailit apabila dapat
membuktikan‘bahwa debitor telah dalam keadaan insolven. Demikian pula halnya
apabila permohonan pailit diajukan oleh kreditor. Artinya, kreditor hanya dapat
mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya apabila dapat membuktikan
bahwa debitornya telah dalam keadaan insolven.!

Sutan Remy membagi -dua kriteria perusahaan atau pribadi yang dapat
dinyatakan insolven atau pailit, yaitu:*? Pertama, insolvensi akan terjadi apabila
debitor tidak dapat melunasi-semua utangnya; Kedua;-insolvensi adalah keadaan
debitor yang memiliki _jumlah utang—yang—-melebihi seluruh jumlah harta
kekayaannya. Jumlah keseluruhan utang-utang debitor tidak membeda-bedakan

jenis para kreditor, apakah utang-utang debitor tersebut kepada para kreditor

® Ricardo Simanjuntak, “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan”, Dalam:
Emmy Yujhassarie, Undang-Undang kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum,
Jakarta, 2005, hal. 55-56. (selanjutnya disebut Emmy Yujhassarie)

©Terminologi yuridis “insolven” dalam tahap pemberasan pailit memiliki makna khusus
dibandingkan dengan makna “insolven” secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan
suatu perusahaan yang kondisi aktivanya lebih kecil dari pasivanya. Dengan kata lain utang
perusaahan lebih besar daripada harta perusaahan, sedangkan insolven dalam tahap pemberesan
kepailitan adalah satu tahap dimana akan terjadi jika suatu perdamaian sampai dihomologasi dan
tahap ini akan dilakukan tahap pemberesan suatu pemberesan terhadap harta pailit. Lihat: M. Hadi
Shubhan, Op.cit, hal. 144

11 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal. 151

12 1bid, hal. 159



konkuren, para kreditor separatis (dengan hak jaminan) atau para kreditor
preferen (dengan hak istimewa).

Bersamaan dengan itu, Sutan Remy mengutip pendapat WiseGeek yang
membagi insolvensi dalam dua jenis, yaitu:}* a). Belance sheet insolvency.
Keadaan keuangan disebut balance sheet insolvency (insolvensi neraca) apabila
utang perusahaan atau perorangan sudah melebihi nilai asetnya, dan b). Cash flow
insolvency (insolvensi arus kas), adalah apabila suatu perusahaan atau perorangan
yang sebenarnya masih.memiliki aset yang lebih besar.dari jumlah utangnya,
tetapi tidak dapat memenuhi pelunasan utang-utangnya pada saat utang-utang
tersebut jatuh ‘tempo. Hal tersebut disebabkan arus masuk dan arus keluarnya kas
perusahaan tidak seimbang, yaitu arus keluarnya lebih besar daripada arus
masuknya. Sehingga mengakibatkan perusahaan atau perorangan tersebut tidak
memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar utang-utangnya dan kewajiban
pembayaran lain yang sudah jatuh tempo.

Melengkapi pendapat itu, H. Man S. Sastrawidjaja* menyatakan bahwa
keadaan tidak mampu membayar-adalah keadaan.dimana debitor memang tidak
memiliki dana atau tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak
mau membayar adalah keadaan dimana debitor memiliki dana yang cukup untuk
melaksanakan kewajibannya, hanya saja debitor kemungkinan mempunyai
pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran. Oleh karena itu,
terdapat kemungkinan dimana debitor yang berhenti membayar utangnya
kemudian dinyatakan pailit padahal asetnya cukup banyak, debitor tersebut

dinyatakan pailit karena berhenti membayar utang-utangnyanya dan bukan

3 1bid., hal. 156
14 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, ed. 1, cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 18



dikarenakan tidak mampu, melainkan tidak mau membayar karena alasan- alasan
tertentu, seperti halnya disebabkan kreditor juga memiliki kewajiban terhadap
debitor.

Merujuk pendapat di atas, maka seyogianya untuk menentukan debitor
sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang
debitor kepada semua jenis kreditornya dan kemudian dibandingkan dengan
jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang
tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh
utangnya.® Untuk itu, debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit kepada
pengadilan hanya apabila debitor mengalami belance sheet insolvency. Adapun
dalam hal debitor wanprestasi tidak membayar utangnya karena mengalami cash
flow insolvency, tidak dapat diajukannya permohonan pailit kepada Pengadilan
Niaga, tetapi kepada Pengadilan Negeri.'® Untuk itu, perlu mekanisme yang
mengukur apakah debitor dalam keadaan kesulitan likuiditas sesaat (cash flow
insolvency) atau debitor dalam keadaan utangnya lebih besar daripada aset
(belance sheet insolvency). Mekanisme pengukuran-tersebut dikenal dengan tes
insolvensi (insolvency test).

Tes insolvensi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk menentukan
tingkat kesehatan usaha debitor, yang nantinya akan dijadikan suatu ukuran
apakah debitor tersebut layak untuk dipailitkan atau tidak. Namun, prosedur ini
belum diaplikasikan di Indonesia. Pada prakteknya di negara lain, insolvency test
merupakan prosedur penting untuk menentukan apakah debitor dapat dipailitkan

atau tidak. Adapun diantara negara-negara yang telah menerapkan insolvency test

15 Sutan Remy, Loc.cit., hal. 156
16 |bid., hal. 158



adalah Amerika Serikat!’ dan Inggris!®. Berbagai jenis insolvency test yang
diterapkan di negara-negara tersebut dapat dijadikan pilihan untuk pengaturan
hukum kepailitan di Indonesia, dalam menentukan dapat atau tidaknya debitor
untuk dinyatakan pailit. Proses tes insolvensi ini dilaksanakan sebelum
permohonan pailit diajukan. Namun, apabila proses tersebut gagal dilakukan, tes
insolvensi tetap dilaksanakan dalam proses peradilan. Insolvensi tes ini akan
membantu hakim untuk menentukan standar keadaan finansial debitor untuk dapat

dipailitkan.®

17 Sistem hukum Amerika menerapkan 3 (tiga) jenis tes insolvensi dalam hukum
perusahaan dan:kepailitannya, yaitu: Pertama, cash-flow .insolvency atau the ability-to-pay
solvency test / equitable solvency, yaitu merupakan sebuah tes untuk mengetahui apakah suatu
debitor dapat'membayar utang yang dimilikinya pada.saat jatuh tempo; Kedua, balance-sheet
insolvency test, yaitu merupakan sebuah tes untuk mengetahui apakah nilai aset yang dimiliki oleh
debitor melebihi nilai tanggung jawab atau utang.yang ia miliki. Tes insolvensi jenis ini dapat
berhubungan dengan tindakan going-concern (melanjutkan usaha debitor walaupun sudah pailit)
dan likuidasi; Ketiga, capital-adequacy test, yang merupakan sebuah tes untuk mengetahui apakah
perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup. ‘Lihat: Teddy Anggoro dan Tim Penyusun,
Op.cit, hal. 39. Penjelasan lebih lanjut-perihal _konsep insolvency test pada hukum kepailitan
Amerika Serikat akan dibahas dalam Bab-1V tesis ini:

18 Sistem hukum di Inggris juga menerapkan 3 (tiga) jenis tes insolvensi dalam hukum
kepailitannya, yaitu: Pertama, “cash flow test” diatur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf (e)
Insolvency Act 1986 yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan debitor dapat dikatakan tidak
mampu untuk membayar. utang-utangnya apabila terbukti oleh=pengadilan bahwa perusahaan
tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya-pada saat jatuh-tempo. Terkait cash flow test,
pengadilan sepakat bahwa utang-utang-yang termasuk ke dalam perhitungan adalah utang-utang
yang dapat dibayarkan segera-(immediately ‘payable).serta.utang-utang yang jatuh tempo dalam
waktu dekat (falling due-in-the-reasonably near-future).-Utang yang jatuh tempo dalam waktu
dekat itu maksudnya-tergantung. pada_segala-kondisi-yang dimiliki oleh perusahaan tersebut;
Kedua, “balance sheet test” diatur-dalam Pasal-123-ayat (2) Insolvency Act 1986 dimana
disebutkan bahwa suatu perusahaan debitor dapat dikatakan tidak mampu untuk membayar utang-
utangnya apabila terbukti oleh pengadilan bahwa nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan adalah
kurang dari jumlah kewajiban (utang-utang) yang dimilikinya, termasuk kewajiban-kewajiban
yang akan muncul di kemudian hari (kontinjen dan prospektif). Penilaian terhadap statutory
balance-sheet perusahaan ini tidak dapat dilihat semata-mata dari jumlah yang terdapat dalam data
pada saat itu saja, namun juga harus memperhatikan tingkat kemampuan perusahaan terhadap
kewajiban-kewajiban yang muncul di kemudian hari; Ketiga, “legal action test” adalah sebuah tes
yang dilakukan untuk melihat apakah sebuah perusahaan memiliki tagihan-tagihan (statutory
demands for payment) atau tagihan lain dari pengadilan yang belum terjawab dalam jumlah yang
luar biasa banyak. Apabila putusan yang diberikan pengadilan sudah tidak memihak perusahaan
debitor, atau perusahaan tersebut telah gagal untuk membayar tagihan (statutory demands for
payment) melebihi £750 (tujuh ratus lima puluh poundsterling) atau £5,000 untuk perorangan),
maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan dibereskan (wind-up). Baca juga: Teddy
Anggoro dan Tim Penyususn, Ibid. Bersamaan dengan praktik hukum kepailitan Amerika Serikat
di atas, pada Bab IV tesis ini juga akan dijelaskan lebih lanjut terkait konsep insolvency test pada
hukum kepailitan Inggris.

19 1bid.



Dorongan melaksanakan insolvency test tersebut dinyatakan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam uji materil Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan
Perkara Nomor : 071/PUU-11/2004 dan Perkara Nomor: 001-002/PUU-111/2005,
yang menyatakan longgarnya syarat mengajukan permohonan pailit merupakan
kelalaian pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang,?® dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”,
maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit
tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam Keadaan tidak mampu.?!

Mudahnya syarat kepailitan tersebut, memungkinkan risiko terjadinya
kerugian ekonomi yang dapat dialami ‘oleh debitor apabila kepailitan tidak
dilakukan secara hati-hati. Mengingat dampak akibat kepailitan tersebut,
seharusnya kepailitan diupayakan sebagai pintu terakhir proses penyelesaian
utang piutang antara debitor dengan kreditor-kreditornya. Hal tersebut turut
ditekankan oleh Sutan Remy- Sjahdeini: yangmenyatakan bahwa kepailitan
seyogianya merupakan ultimum remedium- atau-sebagai solusi terakhir.??

Akibat mudahnya syarat kepailitan~tersebut, ditambah dengan

kecenderungan Hakim Pengadilan Niaga tidak memaksimalkan kewenangannya

20 Syarat kepailitan yang dimaksudkan adalah memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lihat : Undang-
Undang R.1 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Lembaran Negara R.l Tahun 2004 Nomor 131, Pasal 2 Ayat (1).

2Teddy Anggoro dan Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan
Pembinaan Hukum Nasional 2017, hal. 38

22 Sutan Remy Syahdeini, Op.cit., hal. 59.



sebagai hakim yang merdeka? dan independen menggali kaidah hukum yang
terkandung dalam prinsip dan asas hukum, teori-teori hukum, dan norma-norma
hukum (in casu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya,?* maka tidak dipungkiri banyak debitor yang masih
solven dijatuhi putusan pailit baik terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh
para Kreditor (involuntary petition for self bankruptcy) atau diajukan sendiri oleh
debitor (voluntary petition for self bankruptcy).

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus mengenai kepailitan yang menarik
perhatian. Salah satunya adalah Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular
(Telkomsel) yang dipailitkan oleh Kreditornya PT. Prima Jaya Informatika Tahun

2012.2 Putusan ini cukup kontroversial _karena tidak ada yang menduga

23 Kekuasaan kehakiman .adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan-hukum dan‘keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lihat: Undang-Undang R.I No. 48 Tahun
2009 Tetantang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 1
Ayat (1).

24 Hakim sebagai Penegak Hukum, dan Keadilan wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam-masyarakat. Lihat:-JU. R.l No. 48 Tahun 2009
Tetantang Kekuasaan Kehakiman: Lembaran Negara R.l Tahun®2009 Nomor 157, Pasal 5 Ayat
(1). Kaidah hukum lazimnya  diartikan:sebagai peraturan-hidup yang menentukan bagaimana
manusia itu seyogianya berprilaku, -bersikap. didalam. masyarakat “agar kepentingannya dan
kepentingan orang lain—terlindungi.  Fungsi—kaidah —hukum pada hakikatnya adalah untuk
melindungi kepentingan-manusia.maupun kelompok-manusia. Artinya, hakim harus menemukan
kaidah hukum yang terkadung dalam ketentuan-hukum-yang akan diterapkan pada setiap perkara,
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditor maupun debitor. Jadi, hakim tidak serta
merta menerapkan begitu saja bunyi ketentuan, tetapi harus lebih dalam menggali dan memahami
maksud dari ketentuan tersebut. Baca: Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah
Pengantar, Cet. Ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hal. 14

%5 Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika (“Prima
Jaya”) terhadap PT. Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) adalah atas utang yang jatuh tempo
terhadap Puchase Order PO/PJI-AK/V1/2012/00000027 tertanggal 20 Juni 2012 dan No. PO/PJI-
AK/V1/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 senilai total tagihan Rp 5.260.000.000,00 (lima
miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Dalam perjanjian kerjasama disepakati Termohon
pailit berkewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah
sedikit-dikitnya Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari voucher isi
ulang Rp 25.000,00 (dua puluuh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) dan kartu prabayar bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikitnya
10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh Prima Jaya. Namun, atas dua Puchase
Order tersebut, Telkomsel memutuskan untuk menghentikan sementara alokasi produk Prima.
Dalam eksepsi, Telkomsel menyatakan bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta
pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, permohonan pernyataan pailit



perusahaan sebesar Telkomsel dapat dijatuhi putusan pailit, apalagi Telkomsel
merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indoesia. Faktanya, saat
itu Telkomsel adalah perusahaan yang sangat sehat dan dikelola dengan sangat
baik dan terus menghasilkan keuntungan. Telkomsel menyetor pajak ke Kas
Negara sebesar Rp. 8.700.000.000.000 (delapan triliun tujuh ratus milyar rupiah),
menjadikannya sebagai salah satu kontributor pajak yang signifikan di Indonesia.
Telkomsel menguasai 43% (empat puluh tiga persen) pangsa pasar seluler

Indonesia dengan 109,9 (seratus sembilan koma sembilan) juta pelanggan.

kabur (exceptio. obscurum libelum), dan pemohon pailit tidak memiliki alasan hak untuk
mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena tidak ada utang yang jatuh tempo (exeptio
onrechtmatige of ongegrond). Selain itu, juga disampaikan wanprestasi Prima Jaya atas Perjanjian
Kerjasama, yaitu: Prima Jaya gagal membangun komunitas Prima dengan jumlah anggota 10 juta
dalam setahun perjanjian atau hingga juni 2012, Gagal menjual produk Telkomsel tersebut hanya
di komunitas Prima, karena ternyata menjual di luar komunitas Prima. Gagal membayar purchase
order NO. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tangal 9 Mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi
Telkomsel. Telkomsel juga. mempunyai utang kepada PT. Extent Media Indonesia atas
pelaksanaan kerja sama layanan Mobile Data Content, senilai total tagihan tersebut sebesar Rp
40.326.213.794,00 (empat puluh miliar -tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu
tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). “Atas permohonan tersebut, mejelis hakim
mempertimbangkan mengenai adanya satu. utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Pengertian utang dalam UUK merupakan pengertian utang.dalam arti luas, dengan demikian,
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata dalil bantahan Termohon Pailit yang
menyatakan bahwa Purchase Order-Pemohon-Pailit yang ditolak oleh Termohon Pailit bukan
merupakan utang yang jatuh tempo-dan-dapat ditagih sehingga permahonan pernyataan pailit yang
diajukan tidak ada dasar hukumnya-dan-tidak memiliki-alas-hak untuk mengajukan permohonan
pailit harus dinyatakan -ditolak.-Sementara, mengenai-adanya dua kreditor atau lebih. Majelis
hakim menimbang Pasal-1888-KUH Perdata, Termohon-tidak dapat membuktikan telah melakukan
pembayaran atas tagihan PT. Extent Media Indonesia-periode bulan Agustus sampai dengan
Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki
kewajiban kepada kreditor lainnya selain Termohon Pailit. (vide Putusan MARI No:
3609/K/Pdt/1985 tertanggal 4 Desember 1987). Dari uraian pertimbangan tersebut, Pemohon
Pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaklsud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK telah
terpenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit beralasan hukum dan karenanya harus
dikabulkan sebagaimana Pasal 8 Ayat (4) UUK. Kemudian, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat pada tanggal 14 September 2012 memutuskan dalam eksepsi untuk menolak eksepsi
Termohon Pailit untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan Permohonan Penyataan
Pailit dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon,
Pailit dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya, terhadap putusan itu Telkomsel mengajukan
Kasasi dan pada tanggal 21 November 2012 Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst tersebut. Lihat : Hervana Wahyudi Prihatmaka, Sunarmi, dan
Rahmad Hendra, “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia; Studi Putusan Perkara No.
48/Pailit/2012/PN.Niaga. JKT.PST Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajasa
Informatika,” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 April-Juni 2014, hal. 335-336
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Adapun proposisi kepemilikan saham Telkomsel adalah 65% (enam puluh lima
persen) Saham, dan Singtel adalah 35% (tiga puluh lima persen) Saham, dimana
berdasarkan laporan keuangan tahun 2011 yang telah diaudit dan membukukan
keuntungan sebesar Rp. 12.823.670.058.017,00 (dua belas triliu delapan ratus
dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh
belas rupiah).?® Artinya perusahaan Telkomsel dalam keadaan sangat solven, dan
tidak layak dipailitkan oleh Pengadilan Niaga hanya berdasarkan bunyi Pasal 2
Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut.

Praktik yang sama juga dialami PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
(PT. AJMI) yang dipailitkan oleh PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (PT. DSS)
Tahun 2002. PT. DSS yang memiliki 40% (empat puluh persen) saham di PT.
AJMI, megklaim mempunyai hak atas pembayaran deviden pada tahun buku 1999
yang tidak dibayarkan oleh PT. AJMI sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh
dua milyar rupiah), permohonan pailit itu diakhiri dengan putusan pailit PT.
AJMI, yang menimbulkan kontroversi karena dianggap putusan itu memiliki
banyak sekali kelemahannya,yaitu Pertama, PT. AJMI yang memiliki posisi
keuangan di tahun-2000, aset yang diakui sebesar Rp.~1.812.000.000.000 (satu
triliun delapan ratus dua  belas milyar rupiah), kewajiban sebesar Rp.
1.596.000.000.000 (satu triliun lima ratus Sembilan puluh enam milyar rupiah),
tingkat solveni adalah Rp. 216.000.000.000 (dua ratus enam belas milyar rupiah)
dinyatakan pailit atas dasar tuntutan yang besarnya Rp. 32.000.000.000 (tiga

puluh dua milyar rupiah).?” Artinya, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia juga

% http://www.solopos.com/2012/09/16/dinyatakan-pailit-aset-telkomsel-terancam-disita-
329482, diakses tanggal 09 September 2019

27 Kasus kepailitan asuransi telah banyak terjadi di Indonesia antara lain yaitu kasus
kepailitan perusahaan AJMI yang diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat. Perusahaan
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masih sangat solven, dan semestinya tidak dapat dipailitkan sama halnya dengan
PT. Telkomsel tersebut.

Fakta tersebut menunjukan bahwa bukan tidak mampu membayar
utangnya sebagaimana konsep belance sheet insolvency atau cash flow insolvency,
tetapi ada perbedaan pandangan antara debitor dan kreditor mengenai “kewajiban
atau prestasi” yang seharusnya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang masih solven tersebut dipailitkan dengan
mudah tanpa mendalami. persoalan dan motif yang melatar belakangi permohonan
pernyataan pailit tersebut, apalagi melakukan insolvency test sebagaimana yang
diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris.

Beberapa contoh perkara di atas adalah bagian kecil dari perkara-perkara
pailit yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga terhadap perusahaan-
perusahaan yang masih solven setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Baik debitor maupun kreditor yang memiliki witikad buruk sangat mudah
menjadikan pranata hukum kepailitan yang ada untuk-memuluskan kepentingan
mereka, dan mengakibatkan kerugian bagi-perusahaan yang masih solven, begitu

juga terhadap para kreditor, mereka akan kehilangan keuntungan, bahkan tidak

AJMI sebagai termohon adalah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan oleh Manulife Financial
Corporation Kanada dengan saham 51 %, PT. DSS 40 % dan International Finance Corporation
(IFC) 9 % yang pada memiliki aset pada saat dipailitkan 1,812 triliun. Termohon dimohonkan
pailit oleh Paul Sukran selaku kurator dari PT. DSS sebagai pemohon karena tidak membayar
deviden sebesar 32,7 Miliyar. Kasus ini sangat kontroversi karena melihat kondisi kesehatan
keuangan perusahaan yang sangat sehat, sehingga tidak semestinya divonis pailit. Putusan ini
kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan kasasi
yang diajukan oleh perusahaan AJMI, yang berarti AJMI tidak dalam keadaan pailit dan dapat
melanjutkan usahanya. Lihat: https://media.neliti.com/media/publications/150663-1D-aspek-
hukum-kepailitan-perusahaan-asuran.pdf, diakses tanggal 10 Mei 2020
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kembali piutang yang seharusnya diterima akibat debitor mempailitkan diri
sendiri.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan tema “Analisis Yuridis Insolvency Test Menurut
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang”. Penelitian dengan tema yang serupa “insolvency
test” juga telah dilakukan kajian dengan perspektif yang berbeda oleh peneliti
sebelumnya, yaitu Habiba Hanum, Analisis Terhadap. Ketentuan Insolvensi
Dalam Hukum Kepailitan, Tesis Universitas Sumatra Utara, Medan, 2007;%
Hendy Akhmadi, Penerapan Insolvency Test Dalam Hukum Indonesia : Studi
Putusan Pailit Di Indonesia, Tesis Fakultas‘Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Tahun 2013;%® dan Randy Ikhlas Sardoni, Instrumen Insolvensi Tes
pada Perkara Kepailitan di Indonesia, Skripsi; Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, JaKarta, Tahun 2011.:%® Untuk itu, penelitian ini merupakan pelengkap

dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah :
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

permasalahan yang hendak diteliti adalah :

28 Fokus kajian dari penelitian Habiba Hanum adalah putusan-putusan perkara kepailitan
di Pengadilan Niaga. ia menganalisis pengaturan insolvensi secara umum dan penentuan standar-
standar insolvensi dalam keputusan-keputusan kepailitan di Pengadilan Niaga.

29 Berbeda dengan penelitian Habiba Hanum, fokus kajian Hendy Akhmadi adalah selain
menganalisis Putusan Pengadilan Niaga di Indonesia, juga memfokuskan kajiannya pada
pembuktian terhadap debitor termohon pailit.

%0 Lain halnya dengan kedua peneliti di atas, fokus kajian Randy Ikhlas Sardoni adalah
urgensi pengaturan syarat insolvensi suatu debitor dan penentukan suatu keadaan dari solven atau
insolvenya debitor dalam proses kepailitan di Indonesia.
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1.2.1. Bagaimana konsep insolvency test dalam hukum kepailitan di Amerika
Serikat dan Inggris?

1.2.2. Bagaimana pemanfaatan insolvency test dikaitkan dengan Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan Penelitian :
Tujuan dari penelitian-ini adalah :
1.3.1 Menjelaskan dan menganalisis konsep insolvency test dalam hukum
kepailitan di Amerika Serikat dan Inggris.
1.3.2 Menjelaskan dan menganalisis seyogianya pemanfaatan insolvency test
dikaitkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4 Manfaat Penelitian :

Manfaat dari penelitian ini-adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis.
Diharapkan hasil" penilitian —ini— dapat ‘menambah atau melengkapi
penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan insolvency test dalam
peraturan kepailitan di Indonesia. Disamping itu, hasil penelitian ini
penting untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan kelemahan syarat
kepailitan sejak diberlakukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4.2. Manfaat Praktis.
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Diharpakan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi
bagi kalangan akademisi dan praktisi seperti Hakim, Jaksa, Kurator,
Pengacara, dan masyarakat yang bergerak atau terlibat dalam hukum
kepailitan, telebih Dewan Perwakilan Rakyat yang akan merancang

ketentuan perundang-undangan yang baru tentang hukum kepailitan.

1.5 Sistematika Penulisan :

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab
terdiri atas beberapa sub-sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang
diteliti. Bab /I sebagali Pendahuluan, substansinya meliputi Latar Belakang,
menguraikan alasan dipilihnya judul “Analisis Yuridis Insolvency Test Menurut
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang”, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, dan Sistematika Penulisan. ‘Bab Il membahas tentang Tinjauan
Pustaka, yang terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Bab I1l
membahas tentang Metode Penelitian Hukum, Bab I\V.-membahas tentang Hasil
Penelitian dan Analisis, dan-Bab V merupakan-bab penutup, berisi Kesimpulan
dan Saran. Bagian kesimpulan merupakan-hasil-pembahasan yang berisi gagasan
pokok pemikiran dalam bentuk temuan-temuan dari penelitian. Selanjutnya,
berdasarkan temuan-temuan tersebut, pada bagian saran disajikan bagaimana
seharusnya pemanfaatan insolvency test menurut Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di masa
yang akan datang sehingga insolvency test dapat diterapkan secara efektif dalam

sistem hukum kepailitan di Indonesia.
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